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Abstrak: Perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing merupakan aspek penting dalam memastikan 

keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bisnis antara perusahaan leasing dan konsumen. Implikasi 

hukum yang melingkupi perlindungan ini mencakup kewajiban transparansi, hak untuk memahami 

kontrak, perlindungan terhadap praktik tidak adil, hak untuk mengajukan keluhan, kewajiban kepatuhan, 

tanggung jawab terhadap keselamatan dan kualitas produk, serta hak untuk pembatalan. Dengan 

memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, perusahaan leasing dapat menjalankan operasinya 

secara etis dan melindungi hak-hak konsumen. Melalui penerapan hak-hak konsumen seperti hak untuk 

mengajukan keluhan dan hak untuk pembatalan, konsumen memiliki mekanisme untuk menyelesaikan 

sengketa dan melindungi diri mereka dari praktik yang merugikan. Dengan demikian, perlindungan 

konsumen dalam perjanjian leasing bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan 

berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Perjanjian Leasing, Implikasi Hukum, Transparansi, Praktik 

Tidak Adil, Hak Konsumen. 

 

mailto:widodo260468@gmail.com1
mailto:wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id2


33 

Widodo & Wagiman. Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Leasing. 
 

 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan dalam konteks implikasi hukum perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing 

merupakan landasan penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur transaksi ini. Dalam 

era modern di mana leasing menjadi salah satu cara populer untuk memperoleh barang atau jasa 

tanpa harus membelinya secara langsung, perlindungan konsumen memegang peranan kunci dalam 

menjaga keseimbangan kekuatan antara penyedia layanan dan konsumen. Dengan demikian, 

pemahaman yang mendalam tentang implikasi hukum ini adalah suatu keharusan.  

Perjanjian leasing, dalam konteks hukum perlindungan konsumen, melibatkan serangkaian 

peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen 

yang terlibat dalam transaksi tersebut. Tujuan utama dari perlindungan konsumen dalam perjanjian 

leasing adalah untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan atau menyesatkan, serta memastikan 

bahwa konsumen memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan jujur tentang persyaratan 

perjanjian.  

Salah satu implikasi hukum utama dari perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing 

adalah kewajiban penyedia layanan untuk memberikan informasi yang transparan dan komprehensif 

kepada konsumen potensial sebelum mereka melakukan kesepakatan. Ini termasuk informasi tentang 

harga, syarat-syarat pembayaran, hak dan tanggung jawab konsumen, serta segala risiko yang terkait 

dengan perjanjian leasing. 

Undang-undang perlindungan konsumen juga biasanya mengatur praktik-praktik yang tidak 

adil atau menyesatkan yang mungkin dilakukan oleh penyedia layanan leasing, seperti praktik 

pemasaran yang menyesatkan, penipuan, atau penarikan biaya yang tidak wajar. Hal ini bertujuan 

untuk menjaga agar konsumen tidak menjadi korban dari praktik-praktik yang merugikan.  

Selain itu, perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing juga mencakup hak-hak konsumen 

dalam hal pembatalan atau pengakhiran kontrak, persyaratan pembayaran yang wajar, serta tanggung 

jawab penyedia layanan dalam hal perawatan dan pemeliharaan barang yang disewakan. Implikasi 

hukum ini memberikan jaminan bahwa konsumen memiliki akses terhadap proses yang adil dan 

transparan dalam menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran perjanjian. 

Teori perlindungan konsumen sangat penting diterapkan dengan tujuan agar semua 

kepentingan dan hak- hak daripada konsumen dapat dilindungi oleh hukum sehingga dengan adanya 

sebuah bentuk perlindungan konsumen dari pelaku usaha terhadap konsumen dapat memberikan 

ganti rugi jika terjadi masalah dan segala sengketa dapat diselesaikan secara adil dan musyawarah 

serta terjalin hubungan/kerjasama sehingga apabila disinyalir ada bentuk kejahatan dari kedua belah 

pihak bisa/dapat dimintai pertanggungjawabannya.  

Dalam banyak yurisdiksi, terdapat lembaga atau badan pengawas yang bertugas menegakkan 

undang-undang perlindungan konsumen dan menangani keluhan-keluhan konsumen terkait 

perjanjian leasing. Ini menciptakan mekanisme perlindungan tambahan bagi konsumen yang merasa 

hak-hak mereka dilanggar.  

Dalam mengeksplorasi implikasi hukum perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing, kita 

juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain yang relevan dengan hak-hak konsumen. Salah satu 

aspek penting adalah kewajiban penyedia layanan untuk menyediakan barang atau jasa yang sesuai 

dengan standar yang dijanjikan dalam perjanjian. Ini mencakup kualitas barang yang disewakan, 

serta kewajiban untuk memastikan bahwa barang tersebut aman digunakan oleh konsumen. 

Selain itu, perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing juga sering kali melibatkan 

kewajiban penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas tentang hak dan tanggung 

jawab konsumen dalam hal perawatan dan pemeliharaan barang yang disewakan. Ini termasuk 

informasi tentang prosedur klaim asuransi (jika ada), serta panduan untuk mengatasi kerusakan atau 

kehilangan yang mungkin terjadi selama masa sewa.  

Implikasi hukum juga dapat melibatkan pembatasan atas klausul-klausul yang tidak adil atau 
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merugikan dalam perjanjian leasing. Misalnya, klausul pembatalan kontrak yang memberikan 

keuntungan yang tidak seimbang bagi penyedia layanan daripada konsumen dapat dianggap tidak sah 

dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. 

Selain itu, perjanjian leasing juga harus mematuhi standar hukum yang mengatur proses 

penagihan dan penagihan hutang. Praktik-praktik penagihan yang tidak adil atau agresif dapat 

melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan mengakibatkan konsekuensi hukum bagi 

penyedia layanan. 

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang implikasi hukum perlindungan 

konsumen dalam perjanjian leasing melibatkan mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup 

hak-hak konsumen, kewajiban penyedia layanan, standar kualitas barang atau jasa, serta prosedur 

penagihan dan penyelesaian sengketa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum 

ini, diharapkan bahwa konsumen dapat melakukan transaksi leasing dengan keyakinan bahwa hak-

hak mereka dilindungi dan mereka memiliki akses terhadap keadilan jika terjadi masalah. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. yang 

memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang 

kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi 

akademisi dan masyarakat umum  . Prosedur dan langkah-langkah penyelidikan informasi dimulai 

dengan studi penulisan, bermacam-macam informasi ide yang dieksplorasi, konseptualisasi, 

pemeriksaan dan penyelesaian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang 

diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu 

dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada era modern di mana transaksi keuangan semakin meluas, perjanjian leasing menjadi salah 

satu instrumen penting dalam pembiayaan aset. Namun, di balik kemudahan dan fleksibilitas yang 

ditawarkannya, perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing merupakan aspek krusial yang 

harus diperhatikan. Implikasi hukum yang melingkupi hubungan antara perusahaan leasing dan 

konsumen memiliki dampak signifikan terhadap keadilan dan kesejahteraan konsumen. Dalam 

konteks ini, penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana hukum perlindungan 

konsumen berlaku dalam kerangka perjanjian leasing, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

yang melekat pada kedua belah pihak  

Perjanjian leasing telah menjadi salah satu instrumen finansial yang semakin populer dalam 

berbagai sektor ekonomi, memberikan fleksibilitas dalam akses terhadap aset tanpa harus melakukan 

pembelian langsung. Namun, dalam dinamika bisnis ini, perlindungan konsumen memainkan peran 

krusial untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara perusahaan leasing dan konsumen. Implikasi 

hukum perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing mencakup beragam aspek yang membentuk 

dinamika hubungan hukum di antara kedua belah pihak.  

Kewajiban transparansi dalam perjanjian leasing menegaskan pentingnya penyediaan informasi 

yang jelas dan mudah dipahami kepada konsumen mengenai syarat-syarat perjanjian, biaya, dan hak-

hak mereka. Keterbukaan ini menjadi landasan utama untuk menjaga integritas transaksi dan 

menghindari konflik di masa depan. Selanjutnya, hak untuk memahami kontrak memberikan 

perlindungan kepada konsumen untuk memahami sepenuhnya isi kontrak sebelum 

menandatanganinya, memastikan bahwa konsumen tidak terjebak dalam ketentuan yang merugikan 

atau tidak jelas. 

Indonesia sebagai suatu negara dalam pengaturannya juga memiliki tujuan yang termaktub di 

dalam Pembukaan UUDNRI 1945, yaitu agar seluruh rakyatnya mendapat kesejahteraan dalam 
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hidupnya. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 telah digariskan bahwa Indonesia merupakan 

negara yang berlandaskan hukum, dimana hal tersebut terealisasi dalam pemenuhan perlindungan 

terhadap hak-hak warga negara berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun perlindungan terhadap hak 

warga negara dalam kaitannya dengan hubungan keperdataan jual beli salah satunya diwujudkan 

dengan adanya Undang Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).  

Perlindungan terhadap praktik tidak adil bertujuan untuk mencegah perusahaan leasing 

melakukan praktik yang merugikan konsumen, seperti biaya tersembunyi atau ketentuan kontrak 

yang tidak wajar. Hak untuk mengajukan keluhan juga memberikan saluran bagi konsumen untuk 

menyuarakan kekhawatiran mereka dan mencari penyelesaian jika terjadi perselisihan. Terakhir, 

kewajiban kepatuhan dan tanggung jawab terhadap keselamatan dan kualitas produk menjamin 

bahwa perusahaan leasing bertanggung jawab atas produk yang mereka sewakan, memastikan bahwa 

konsumen tidak terkena risiko yang tidak perlu. Dengan memahami dan menerapkan implikasi 

hukum ini, kita dapat membangun sistem perjanjian leasing yang lebih adil dan berkelanjutan bagi 

semua pihak yang terlibat.  

Perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing memiliki implikasi hukum yang penting. 

Berikut adalah beberapa pemahaman tentang implikasi hukumnya:  

1. Kewajiban Transparansi 

Perusahaan leasing memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas dan 

transparan kepada konsumen tentang syarat-syarat perjanjian, biaya-biaya yang terkait, dan hak-hak 

konsumen. Hal ini biasanya diatur dalam peraturan perlindungan konsumen yang berlaku di suatu 

negara. Kewajiban transparansi dalam perjanjian leasing adalah prinsip hukum yang mewajibkan 

perusahaan leasing untuk menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dimengerti kepada 

konsumen. Implikasi hukum dari kewajiban transparansi ini sangat penting karena memastikan 

bahwa konsumen memiliki pemahaman yang memadai tentang syarat-syarat perjanjian yang mereka 

masuki. Dengan adanya kewajiban transparansi, perusahaan leasing harus mengungkapkan dengan 

jelas semua biaya, ketentuan, dan hak-hak konsumen yang terkait dengan perjanjian leasing. 

Pelanggaran terhadap kewajiban transparansi dapat memiliki konsekuensi serius, seperti sanksi 

hukum dan reputasi yang rusak bagi perusahaan leasing. Di sisi lain, pemenuhan kewajiban 

transparansi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan leasing dan 

memperkuat hubungan bisnis jangka panjang. 

Penerapan kewajiban transparansi dalam perjanjian leasing juga dapat berdampak pada 

perlindungan konsumen secara umum, dengan memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan 

yang lebih informasional dan meminimalkan risiko penyesatan atau penipuan. Oleh karena itu, dalam 

konteks hukum perlindungan konsumen, kewajiban transparansi dalam perjanjian leasing memiliki 

implikasi yang signifikan dalam memastikan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan bisnis antara 

perusahaan leasing dan konsumen. 

2. Hak Untuk Memahami Kontrak 

Konsumen memiliki hak untuk memahami sepenuhnya isi kontrak leasing sebelum 

menandatanganinya. Jika ada ketidakjelasan atau ketidaktahuan, konsumen dapat meminta 

penjelasan lebih lanjut atau mengonsultasikan kontrak dengan pihak yang berwenang. Hak untuk 

memahami kontrak adalah aspek penting dari perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing. 

Implikasi hukum dari hak ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memahami secara 

sepenuhnya isi kontrak leasing sebelum mereka menandatanganinya. Hal ini mencakup pemahaman 

terhadap semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, termasuk hak, kewajiban, biaya, 

serta risiko yang terkait. 

Dalam praktiknya, perusahaan leasing memiliki kewajiban untuk menjelaskan dengan jelas dan 

menyeluruh kepada konsumen mengenai setiap aspek dari kontrak leasing, termasuk segala 

konsekuensi yang mungkin timbul dari pelanggaran atau ketidakpahaman terhadap kontrak tersebut. 
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Konsumen memiliki hak untuk meminta penjelasan tambahan atau klarifikasi jika ada ketidakjelasan 

atau keraguan mengenai isi kontrak. 

Implikasi hukum dari hak untuk memahami kontrak ini dapat melindungi konsumen dari 

praktek-praktek yang merugikan atau penipuan yang mungkin terjadi jika konsumen tidak 

memahami secara benar isi kontrak yang mereka tandatangani. Selain itu, memastikan bahwa 

konsumen memahami kontrak juga merupakan langkah penting dalam mendorong transparansi dan 

keadilan dalam hubungan antara perusahaan leasing dan konsumen. 

Jika perusahaan leasing gagal untuk memberikan penjelasan yang memadai atau 

mengeksploitasi ketidakpahaman konsumen terhadap kontrak, hal ini dapat dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat mengakibatkan sanksi hukum atau pemulihan 

kerugian bagi konsumen yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, hak untuk memahami kontrak 

memiliki implikasi hukum yang penting dalam memastikan perlindungan konsumen yang adekuat 

dalam perjanjian leasing. 

3. Perlindungan Terhadap Praktik Tidak Adil 

Hukum perlindungan konsumen sering kali melarang praktik-praktik tidak adil dalam 

perjanjian leasing, seperti biaya tersembunyi, ketentuan yang merugikan konsumen secara tidak 

wajar, atau penagihan yang tidak adil. Perlindungan terhadap praktik tidak adil merupakan salah satu 

aspek kunci dari perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing. Implikasi hukum dari 

perlindungan ini adalah melarang perusahaan leasing untuk melakukan praktik-praktik yang tidak 

adil atau merugikan konsumen dalam konteks perjanjian leasing. 

Praktik-praktik tidak adil dapat mencakup berbagai hal, seperti:  

a. Biaya tersembunyi 

Menyembunyikan biaya-biaya tambahan yang tidak diungkapkan secara jelas kepada 

konsumen dalam perjanjian leasing. Biaya tersembunyi merupakan salah satu aspek yang seringkali 

menjadi perhatian dalam konteks perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing. Implikasi 

hukumnya sangat penting karena mengatur tentang kewajiban transparansi dari perusahaan leasing 

kepada konsumen. Biaya tersembunyi merujuk pada biaya-biaya tambahan yang tidak diungkapkan 

secara jelas kepada konsumen pada awal transaksi atau yang tidak tercantum dengan jelas dalam 

kontrak leasing. 

Dalam banyak kasus, biaya tersembunyi dapat merugikan konsumen karena mereka mungkin 

tidak menyadari adanya biaya tambahan yang akan mereka tanggung dalam proses leasing. 

Misalnya, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, atau biaya asuransi mungkin tidak disebutkan 

secara eksplisit dalam kontrak leasing, yang kemudian dapat mengejutkan konsumen saat mereka 

menerima tagihan tambahan. 

Implikasi hukum dari biaya tersembunyi adalah bahwa perusahaan leasing memiliki kewajiban 

untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen tentang semua biaya yang 

terkait dengan perjanjian leasing. Pelanggaran terhadap kewajiban transparansi ini dapat 

mengakibatkan sanksi hukum yang serius bagi perusahaan leasing, seperti denda atau kewajiban 

untuk mengembalikan biaya tambahan yang telah dibayarkan oleh konsumen. 

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan leasing untuk menjaga transparansi dalam 

menyampaikan informasi tentang biaya-biaya terkait dengan perjanjian leasing kepada konsumen. Ini 

tidak hanya akan memastikan keadilan dalam hubungan bisnis, tetapi juga akan membangun 

kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi perusahaan leasing dalam jangka panjang. 

b. Ketentuan yang merugikan konsumen 

Memasukkan ketentuan-ketentuan yang tidak wajar atau merugikan konsumen, seperti 

ketentuan pembayaran denda yang berlebihan atau klausul pembatalan yang tidak adil. Ketentuan 

yang merugikan konsumen adalah aspek yang mendalam dalam perlindungan konsumen dalam 

perjanjian leasing. Implikasi hukum dari ketentuan ini sangat penting untuk menegaskan bahwa 
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perusahaan leasing tidak boleh memasukkan ketentuan-ketentuan yang tidak adil atau merugikan 

konsumen dalam kontrak leasing. 

Contohnya termasuk ketentuan pembayaran denda yang berlebihan, klausul pembatalan yang 

tidak adil, atau persyaratan lain yang memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi perusahaan 

leasing daripada konsumen. Ketentuan semacam ini sering kali menempatkan konsumen pada posisi 

yang rentan dan dapat mengakibatkan kerugian finansial atau ketidaknyamanan yang tidak adil bagi 

mereka. 

Implikasi hukum dari ketentuan yang merugikan konsumen adalah bahwa perusahaan leasing 

harus memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak leasing tidak melanggar hak-hak 

konsumen dan tidak memberikan keuntungan yang tidak adil bagi perusahaan. Pelanggaran terhadap 

prinsip ini dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius bagi perusahaan leasing, termasuk denda 

atau pembatalan kontrak oleh pengadilan. 

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan leasing untuk melakukan tinjauan menyeluruh 

terhadap semua ketentuan dalam kontrak leasing mereka untuk memastikan bahwa tidak ada 

ketentuan yang merugikan konsumen. Hal ini akan membantu membangun hubungan bisnis yang 

sehat dan berkelanjutan dengan konsumen, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi 

perlindungan konsumen yang berlaku. 

c. Penagihan yang tidak adil 

Menggunakan praktik penagihan yang tidak adil atau menekan konsumen untuk membayar 

lebih dari yang seharusnya. Penagihan yang tidak adil adalah salah satu isu penting yang harus 

dipertimbangkan dalam konteks perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing. Implikasi hukum 

dari penagihan yang tidak adil mencakup praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan leasing 

yang dapat merugikan konsumen dalam proses penagihan atau penagihan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. 

Contoh dari penagihan yang tidak adil meliputi penagihan biaya yang tidak jelas atau tidak 

dijelaskan dengan baik kepada konsumen, penagihan biaya-biaya yang tidak wajar atau berlebihan, 

atau penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak leasing. Praktik-praktik semacam ini 

dapat membuat konsumen merasa diperlakukan secara tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian 

finansial atau ketidaknyamanan bagi mereka. 

Implikasi hukum dari penagihan yang tidak adil adalah bahwa perusahaan leasing harus 

mematuhi semua ketentuan kontrak yang telah disepakati dengan konsumen dan tidak boleh 

melakukan penagihan yang melanggar hak-hak konsumen. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat 

mengakibatkan tindakan hukum oleh konsumen atau sanksi hukum lainnya bagi perusahaan leasing. 

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan leasing untuk menjaga transparansi dan konsistensi 

dalam proses penagihan mereka serta memastikan bahwa semua biaya yang ditagihkan kepada 

konsumen sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati. Hal ini akan membantu 

membangun kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang. 

Perlindungan terhadap praktik tidak adil biasanya diatur dalam undang-undang perlindungan 

konsumen yang mengatur perjanjian leasing. Implikasi hukumnya adalah bahwa perusahaan leasing 

harus mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dan tidak boleh melakukan praktik-praktik yang 

melanggar hak-hak konsumen. 

Jika perusahaan leasing terbukti melanggar ketentuan perlindungan terhadap praktik tidak adil, 

mereka dapat dikenakan sanksi hukum yang meliputi denda, pemulihan kerugian bagi konsumen 

yang terkena dampak, atau bahkan pencabutan lisensi usaha. Oleh karena itu, perlindungan terhadap 

praktik tidak adil memiliki implikasi hukum yang serius dan penting dalam memastikan keadilan dan 

kesetaraan dalam hubungan antara perusahaan leasing dan konsumen. 

4. Hak Untuk Mengajukan Keluhan 

Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika mereka merasa bahwa hak-hak 
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mereka sebagai konsumen telah dilanggar. Ini dapat mencakup penyelesaian sengketa melalui 

mekanisme arbitrase atau melalui lembaga perlindungan konsumen yang berwenang. 

Hak untuk mengajukan keluhan adalah salah satu hak penting yang diberikan kepada 

konsumen dalam konteks perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing. Implikasi hukum dari 

hak ini adalah bahwa konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika mereka merasa bahwa 

hak-hak mereka telah dilanggar atau mereka telah diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan 

leasing. 

Dalam banyak yurisdiksi, terdapat mekanisme yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana 

konsumen dapat mengajukan keluhan mereka terkait dengan perjanjian leasing. Ini bisa melibatkan 

prosedur formal, seperti pengajuan keluhan ke ombudsman keuangan atau badan perlindungan 

konsumen yang berwenang. Selain itu, konsumen juga dapat mengajukan keluhan secara langsung 

kepada perusahaan leasing atau mengajukan gugatan ke pengadilan jika diperlukan. 

Implikasi hukum dari hak untuk mengajukan keluhan adalah bahwa perusahaan leasing 

memiliki kewajiban untuk menanggapi keluhan-keluhan konsumen dengan serius dan segera. 

Mereka harus memberikan penjelasan yang memadai, menyelesaikan keluhan dengan cara yang adil, 

dan memberikan kompensasi jika diperlukan. 

Pelanggaran terhadap hak untuk mengajukan keluhan dapat mengakibatkan konsekuensi 

hukum yang serius bagi perusahaan leasing, termasuk denda atau sanksi administratif, serta reputasi 

yang rusak di mata konsumen. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan leasing untuk mematuhi 

ketentuan-ketentuan yang mengatur hak untuk mengajukan keluhan dan memberikan respons yang 

memadai terhadap setiap keluhan yang diajukan oleh konsumen. 

5. Kewajiban Kepatuhan 

Perusahaan leasing memiliki kewajiban untuk mematuhi semua regulasi dan undang-undang 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut 

dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius bagi perusahaan leasing tersebut. 

Kewajiban kepatuhan adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan leasing untuk 

mematuhi semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam 

perjanjian leasing. Implikasi hukum dari kewajiban kepatuhan adalah bahwa perusahaan leasing 

harus beroperasi sesuai dengan standar hukum yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak konsumen. 

Kewajiban kepatuhan mencakup berbagai aspek, termasuk:  

a. Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Perusahaan leasing harus mematuhi semua undang-undang perlindungan konsumen yang 

berlaku di yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Ini mencakup mengikuti aturan transparansi, 

menghindari praktik-praktik penipuan, dan memberikan hak-hak yang dijamin kepada konsumen. 

b. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Kontrak 

Perusahaan leasing juga memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum 

dalam kontrak leasing yang mereka tawarkan kepada konsumen. Mereka tidak boleh melanggar 

ketentuan-ketentuan tersebut atau menambahkan klausul-klausul yang merugikan konsumen secara 

tidak adil. 

c. Kepatuhan Terhadap Standar Keselamatan dan Kualitas 

Jika perusahaan leasing menyediakan barang atau jasa yang melibatkan keselamatan atau 

kualitas produk, mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang atau jasa tersebut 

memenuhi standar yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku. 

Pelanggaran terhadap kewajiban kepatuhan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius 

bagi perusahaan leasing, termasuk denda, sanksi administratif, atau pencabutan izin usaha. Oleh 

karena itu, penting bagi perusahaan leasing untuk memahami dan mematuhi semua regulasi yang 

berlaku dalam perlindungan konsumen, serta mengadopsi praktik-praktik bisnis yang sesuai dengan 

standar hukum yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya akan membantu melindungi konsumen, tetapi 
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juga akan menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis perusahaan leasing itu sendiri. 

6. Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan dan Kualitas Produk 

Dalam beberapa yurisdiksi, perusahaan leasing mungkin juga memiliki tanggung jawab 

terhadap keselamatan dan kualitas produk yang mereka sewakan kepada konsumen. Ini dapat 

mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang disewakan memenuhi standar 

keselamatan dan kualitas yang ditetapkan. 

Tanggung jawab terhadap keselamatan dan kualitas produk adalah aspek penting dalam 

perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing. Implikasi hukum dari tanggung jawab ini adalah 

bahwa perusahaan leasing memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang 

mereka sewakan kepada konsumen memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan 

dalam undang-undang atau regulasi yang berlaku. 

Dalam konteks perjanjian leasing, tanggung jawab perusahaan leasing terhadap keselamatan 

dan kualitas produk mencakup beberapa hal:  

a. Memastikan Produk Memenuhi Standar Keselamatan 

Perusahaan leasing harus memastikan bahwa produk yang mereka sewakan kepada konsumen 

aman digunakan sesuai dengan fungsinya. Mereka tidak boleh menyewakan produk yang cacat atau 

berpotensi membahayakan keselamatan konsumen. 

b. Menyediakan Informasi Keselamatan 

Perusahaan leasing harus memberikan informasi yang cukup kepada konsumen tentang cara 

menggunakan produk dengan aman dan benar. Ini dapat mencakup instruksi penggunaan, peringatan 

keselamatan, dan informasi lain yang relevan. 

c. Menjamin Kualitas Produk 

Perusahaan leasing juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang disewakan 

kepada konsumen memiliki kualitas yang memadai untuk tujuan yang dimaksudkan. Mereka tidak 

boleh menyewakan produk yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. 

Pelanggaran terhadap tanggung jawab terhadap keselamatan dan kualitas produk dapat 

mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi perusahaan leasing, termasuk tuntutan hukum 

oleh konsumen yang mengalami cedera atau kerugian akibat produk yang cacat. Oleh karena itu, 

penting bagi perusahaan leasing untuk melakukan pengujian kualitas dan keselamatan produk secara 

menyeluruh sebelum menyewakannya kepada konsumen, serta untuk memberikan informasi yang 

jelas dan lengkap kepada konsumen tentang cara menggunakan produk dengan aman. Hal ini akan 

membantu memastikan keselamatan dan kesejahteraan konsumen, serta mencegah risiko hukum bagi 

perusahaan leasing. 

7. Hak Untuk Pembatalan 

Beberapa negara mungkin memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan perjanjian 

leasing dalam jangka waktu tertentu setelah penandatanganan, yang dikenal sebagai hak pembatalan 

atau hak penarikan diri. Ini memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen yang mungkin 

menyesal atau merasa tertekan pada saat penandatanganan kontrak. 

Hak untuk pembatalan adalah hak yang diberikan kepada konsumen untuk membatalkan atau 

menarik diri dari perjanjian leasing dalam jangka waktu tertentu setelah penandatanganan kontrak. 

Implikasi hukum dari hak ini adalah bahwa konsumen memiliki kebebasan untuk membatalkan 

perjanjian leasing tanpa alasan yang spesifik selama periode pembatalan yang ditetapkan. 

Beberapa implikasi hukum dari hak untuk pembatalan dalam perjanjian leasing termasuk:  

a. Periode Pembatalan 

Peraturan dan undang-undang yang berlaku akan menetapkan periode waktu tertentu di mana 

konsumen memiliki hak untuk membatalkan perjanjian leasing tanpa konsekuensi atau denda. 

Biasanya, periode ini dimulai dari tanggal penandatanganan kontrak atau tanggal penerimaan barang 

atau jasa. 
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b. Pemberitahuan Pembatalan 

Konsumen biasanya harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan leasing 

tentang keputusan mereka untuk membatalkan perjanjian. Pemberitahuan ini harus diberikan dalam 

batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak atau 

undang-undang yang berlaku. 

c. Pemulihan Dana 

Jika konsumen memutuskan untuk membatalkan perjanjian leasing dalam periode pembatalan 

yang ditentukan, mereka biasanya berhak atas pengembalian dana atau pembayaran yang telah 

mereka lakukan kepada perusahaan leasing. Namun, ada kemungkinan biaya administratif atau biaya 

lain yang dapat dikurangkan dari jumlah yang dikembalikan. 

d. Kewajiban Pengembalian Barang 

Konsumen juga biasanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang atau jasa yang 

mereka sewa kepada perusahaan leasing dalam kondisi yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam kontrak. 

Implikasi hukum dari hak untuk pembatalan adalah untuk memberikan perlindungan tambahan 

kepada konsumen yang mungkin menyesal atau merasa tidak puas dengan perjanjian leasing yang 

telah mereka buat. Dengan memberikan hak untuk pembatalan, hukum perlindungan konsumen 

berupaya memastikan bahwa konsumen memiliki kesempatan untuk membatalkan kesepakatan yang 

tidak diinginkan atau merugikan mereka, serta untuk menghindari praktik penjualan paksa atau tidak 

adil. 

 

KESIMPULAN  

Perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing memiliki implikasi hukum yang signifikan 

untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam hubungan antara perusahaan leasing 

dan konsumen. Melalui kewajiban transparansi, hak untuk memahami kontrak, perlindungan 

terhadap praktik tidak adil, hak untuk mengajukan keluhan, kewajiban kepatuhan, tanggung jawab 

terhadap keselamatan dan kualitas produk, serta hak untuk pembatalan, hukum perlindungan 

konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan atau penipuan dalam 

perjanjian leasing. 

Dengan memastikan bahwa perusahaan leasing mematuhi semua regulasi dan undang-undang 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta memberikan informasi yang jelas dan 

transparan kepada konsumen, kesetaraan dan keadilan dalam hubungan bisnis dapat diperkuat. Selain 

itu, melalui hak-hak seperti hak untuk mengajukan keluhan dan hak untuk pembatalan, konsumen 

memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan membatalkan perjanjian yang tidak 

diinginkan. 

Kesimpulannya, perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing tidak hanya penting untuk 

melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga untuk mempromosikan kepercayaan dan kestabilan dalam 

pasar keuangan. Dengan memahami implikasi hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen 

dalam perjanjian leasing, baik perusahaan leasing maupun konsumen dapat menjalankan bisnis 

mereka dengan lebih aman dan berkeadilan. 
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